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HATA PENGANTAR

Puji dan syukur Afhamduliliahirabbil'alamin dipanjatkan atas kehadirat Allah
Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serla hidayah-Nya sehingga Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas lelah dapat
menyelesgikan Rancangan Rencana Strategis 2021-2026, Rencana ini dibuat dalam
rangka menyusun perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan
dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapal dalam
kurun wakiu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis ini  juga dimaksudkan untuk  memberikan
arahan/pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencena Daersh yaitu melakukan upaya pencegahan dan mitigasi sera
kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk mengurangl resiko bencana di
Kabupalen Kepulauan Anambas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tersusunnya Renstra ini berkal dukungan dan berbagai pihak yang telah
membantu secara langsung maupun fidak langsung, saran dan pendapat sangat kami
harapkan demi melengkapi kekurangan mater Renstra inl.

Dengan adanya deokumen rancangan Rencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan seluruh program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan di 5 (lima) tahun mendatang tidak melenceng
dar perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik
bagi kessjahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah
SWT., selalu meridhoi usaha dan kena keras kita semua,

Tarempa, Juni 2021
HEPﬂLA PELAKSANA BADAN
EHEA NA DAERAH

mallvV.a
NIP. 187707202010011016
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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi
dan integrasi dar keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem dari
perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perencanaan
pembangunan daersh merupakan satu kesatuan dslam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemanghku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
vang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilavah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJFD] untuk kurun
walttu 20 (dua puluh) tahun yvang memuat Visi, Misi dan arah
Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah [RPJMD| untuk kurun waktu 5 (lima] tahun, merupakan
penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana
pembangunan tahunan vang dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah [RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun memuat arahan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagl seluruh
OPD dalam menyusun rencana kerja OPD. Rencana Strategis
{Renstra)] OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk
periode 5 (lima) tahun vang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
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Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuali Tupoksi
OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat  indikatifl.
Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun anggaran
disebut Rencana Kerja (Renjal] OPD. Renja memuat Kebijakan
program <an kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerntah daerah maupun vang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal | ayat (7)
menetapkan ketentuan umum mengenal Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
pasal 1531 ayat (1) mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Seiring diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka acuan
dan pegangan bagi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun
dasrah dalam rangka pelaksanaan pembangunan lebih
berinteraksi, sinkron dan sinergis vang membawa konsekuensi bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja
schagal acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk
jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek
(tabunan).

Selaku Penanggung Jawab dalam  penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas dengan telah ditetapkannyva Peraturan Daerah Nomer 2
Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana berhak
melakukan upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagasn
penanggulangan  bencana untuk mengurangl resiko bencana.
Menegakkan rencana tata ruang berdasarkan peta kKerawanan
bencana, mengadakan  pendidikan dan  pelatthan  serta
memasvarakatkan vang dipadukan  kedalam perencanaan
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pembangunan melalui Musvawarah Pembangunan Kabupaten
{(KEPULAUAN ANAMBAS).

Sehubungan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai OPD pelaksana
utama dan terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang
penanggulangan bencana sudah seharusnya mempersiapkan
tindakan penanggulangan bencana dalam Rencana Strategis
IRENSTRA) untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan
kondisi pasca bencana vang sesuai dengan tata nilai dan kearifan
lokal dengan menggunakan semua potensi daerah. Renstra
mencakup kebijakan dan program penanggulangen bencana sejak
pencegahan vang bersifat komprehensif, penanganan tanggap
darurat yang bersifat krisis dan tahap rekrontruksi wvang
berkesinambungan, Juga mengatur mManajemen SEmua
sumberdaya daerah termasuk perencanaan dan pengelolaan
anggaran serta pertanggung jawabannya, agar dapat dioptimalkan
untulk penanggulangan bencana berbasis nilai — nilai lokal.

Renstra Badan Penangegulangan Bencana Daerah  pada
hakekatnya merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan
vang berlaku secara internal bagi pimpinan dan staf sebagaimana
tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Hal ini merupakan bentuk konkrit dan apresiasi dari
Badan Penangulangan Bencana Daerah terhadap apa vang harus
dilakukan agar proses penanggulangan bencana dapat benalan
dengan baik dan selalu mengarah pada pencapaian visi dan misi

daerah.

Dalam konteks seperti itulah secara substansial, Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan gambaran

tentang upaya penanggulangan bencana daerah untule 5 (lima)
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tahun mendatang. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan

Anambas bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
adalah terjemahan dari RPJIMD., Dengan demikian terdapat
sinkronisasi dalam menterjemahkan RPIMD kedalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian
pencapaian  keberhasilan  penanggulangan benecana  daerah.
Disamping mempunyal keterkaitan dengan REIM dan Renja, maka
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai
keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penangpulangan
Bencana [BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dalam penyusunannya
terutama pada penentuan visi sampai formulasi rencana tahunan
harus melibatkan seluruh kajian dokumen perencanaan dan
peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar
setiap kebijakan vang diambil tidak terlepas dari aturan dan
pedoman vang terus mengalami perubahan vang lebih baik.

Hubungan antara Renstra Badan Penangpulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan
dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar
schagaimana yang tertera dibawah ini :
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Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
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1.2. LANDASAN HUKUM

k,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 55387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2003-2025
[Lembaga Negara Tahun 2007 Nomeor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomaor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4879);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Instruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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| By

132.

13.

14

15.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150;
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomaor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Carn
Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemetintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendahan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menterl Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
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16.

&

18.

19.

20,

21

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penvelengearaan Perlindungan Masyvarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Peérencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menterl Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan HRencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara FEwvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang hasil Verifikasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Provinst Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
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22.

23.

24,

25;

26,

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3
Tahun 2013 rentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kepualuan Anambas Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58
Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten

Kepulauan Anambas;
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kepulaun Anambas Tahun 2021-2026
adalah sebagai berikut :

il

b.

i

Memberilkan arah bagi perencanaan untuk jangka waktu 5
tahun kedepan

Agar terciptanva sinkronisasi dan sinergi antar dokumen
perencanaan

Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi  kinerja
penangpulangan bencana daerah

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026
bertujuan:

.

Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Repulauan
Anambas dalam penvelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama
periode 2021-2026;

Menetapkan program  dan  indikater  kepiatan  dalam
penyelenggaraan  tugas dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daesrah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode
2021-2026,

Memberd acuan dan pedoman dalam menyusun Renja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas;

Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas bailk tahunan maupun 5 (lima) tahunan,




1.4,

SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Penanggulanggan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika
sebagai berikuu;

BEABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN BANDAN PENANGGULANGAN

BENCANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMEBAS

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur Organisasi, Sumber Dava Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang uraian ldentifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelavanan Badan
Fenanggulangan Bencana Daerah, Telaahan Visi dan Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih dan penentuan isu-isu strategis.
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BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah.

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini bernisikan tentang strategi dan kebijakan untuk
mengarahkan program dan kegiatan

BAB VI RENCANA FPROGRAM DAN EKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan
Kegiatan, serta Pendanaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan
indikator kinerja SKFD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan
hidang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAR VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang perubahan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2022-2026.

LAMPIRAN



BAB I
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupalen Kepulauan

Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 merupakan perangkat daerah,
mampunyal tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik.
Didalam melaksangkan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi

al.

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan sefara;

Menetapkan  standarisasi  serta  kebutuhan  penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang — undangan;

Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur lelap penanganan bencana,

Melaporkan penyslenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati
setiap bulan sekall dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana,

Mengendalikan pengumpulan dan penysluran uang dan barang,

Mempertanggung jawabkan pengunaan anggaran yang  diterima dan
Anggaran Pendapatan Belanja Dagrah,

Melaksanakan kewajiban lain sesuvai dengan peraturan perundang
undangan.
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STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Susunan Orgamsasi BPBD terdin atas

Kepals;

(1)  Unsur Pengarah

{2y Unsur Pelaksana, terdiri afas’

(3} Kepala Pelaksans;

(4) Sekretariat, terdin atas:

{3y  Sub Bagian Program;

(6) Sub Bagian Keuangan; dan

(7}  Sub Bagian Umum dan kepegawaian

{8) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
(%)  Seksi Pencegahan: dan

(10} Seksi Kesiapsiagaan.

(11) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdin atas:

{12} Seksi Kedaruratan; dan

(13) Seksi Logistik,

(14} Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdin atas:
(15) Seksi Rehabilitasi dan

(18} Seksi Rekonstruksi;

(17) Kelompok jabatan Fungsional.

TUGAS DAN FUNGSI
BPED mempunyai tugas

a. meneiapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darural,
Rehabilitasl, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
Bencana berdasarkan kelentuan peraturan perundangan-undangan;

£. menyusun, manatapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencang,

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang ditenima dan anggaran
pandapatan dan balanja daerah; dan

h. melsksanakan kewajiban lain sesual dengan ketentuan perundangundangan.



Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , BFBD menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan penaflapan kebijskan penanggulangan Bencana dan
penanganan pengungsi dengan berindak cepat, tepat, efeklif dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secars
terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala BPBED mampunyai tugas:

a2 menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
Bancana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

menetapkan standar isasi serta kebuluhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;

menyusun dan menelapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
mefaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bancana,

melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana kepada Bupati setiap
bulan sekall dalam kondisi normal dan setiap saat dalam Kkondisi darural
Bencana;

mengoordinasikan pengumpulan dan menyalurkan vang dan barang;
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dan anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
sumber lain yang sah: dan i. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan
paraturan perundangundangan,

o
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Untuk melaksanakan tugas Kepala BPBD menyeienggarakan fungsi:

a. perumusan dan  penelapan  kebilakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara
tarencana, terpadu dan menyeluruh.

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala BPED,

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala
BPBD dalam penanggulangan Bencana, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakan penanggulangan Bencana Daerah,

b. pemantauan, dan

c.  pelaksanaan evaluasi dalam menyelenggaraan penanggulangan Bancana,

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota;

Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dijabat oleh kepala BPBD;

Anggota Unsur Pengarah berasal dari:

a. lembagafinstansi Pemerintah Daerah yang terkail dengan penanggulangan
Bencana; dan

b. masyarakal profesioanal yakni dan pakar, profesional dan tokoh masyarakal di
Daerah.
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Anggota Unsur Pengarah  berjumiah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 {Iima]_
anggota dari lembagafnstansi Pemerintah Daerah dan 4 {empat) anggota dari
masyarakat profesional di Daerah.

Anggota Unsur Pengarah dan lembagaiinstansi Pemerintah Daerah diangkat oleh
Bupati sesual dengan ketertuan peraturan perundang-undangan Dan  Anggota
Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan dan
kelayakan oleh DPRD.

Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dar lembagalinstansi Pemerintah Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan Masa
jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
BPBD

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala
BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-har

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melsksanakan penanggulangan bencana secara
terinteqrasi meliputic

a. prabencang,

b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan

¢ pasca Bencana.

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi,
b. komando, dan
c. pelaksana.

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi BPBD dengan Perangkat Daerah
lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang
diperlukan pada tahsp prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca
Bencana yang dilakukan dalam benfuk:

penyusunan kebijakan dan strategl penanggulangan Bencana

penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana,

penentuan standar kebutuhan minimal,

pembuatan prosedur Tanggap Darurat Bencana;

pengurusan Risiko Bancana;

peEnyusunan anggaran penanggulangan Bencana;

penyediaan sumber dayaflogistix penanggulangan Bencana; dan

pendidikan dan pelatinan serta simulasi penanggulangan Bencana.

SeSnen oo

Fungsi komande ., dilaksanakan melalui pengershan sumber daya manusia,
peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di

Daerah serta langkah-langkah lain yang diperukan dalam rangka penanganan
darurat Bencana,

Fungsi pelaksana  dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan
Perangkat Daerah lainnya, instansi veriikal yang ada di Daerah dengan mengacu




pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan sesuai dengan
kelentuan peraturan perundangundangan

Kepala Pelaksana mempunyal tugas

menyusun rencana program dan kegiatan BPBD,

melaksanskan program dan kegiatan BPBD;

mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;

melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan

Bancana,

e. menyusun Kebijakan, petunjuk leknis dan petunjuk pelaksanaan dalam
penggalian, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan
Hencana,

f.  melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
BFPBD;

g, melakukan monitoring, evaluasi  dan pelaporan penyelengoaraan
penanggulangan bencana;

h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan BPBD,

i memoniior dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat
fercapai sesuai dengan program kera dan ketentuan yang berlaku;

j. mengoordinasikan bawahan agar ferjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

k. menilai prestasi bawahan sebagal bahan pertimbangan dalam pengembangan
karir;

|.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas
dan fungsinya, dan m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan
perfimbangan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala BFBD.

an oo

Sakretarigt  mempunyai lugas membaniu Kepala Pelaksana  dalam
menghkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program
kegiatan, adaministrasi umum, kepegawalan, keuangan, perlengkapan dan daya
seria kerja sama.

Sekretarial mempunyai lugas

a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan  dan
perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;,

b. pembinaan dan pelayanan administrasi umumiketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organizasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia/kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah
langga;

€. pengoordinasian pelaksanasn penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
BFED:

d. penyelenggaraan hubungan kera di bidang administrasi dengan Perangkat

Daerah terkait;

pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan profokol,

fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;

pengumpulan data dan informasi kebencanaan;

pengoordinasian dalam penyusunan laporan pelaksanaan lugas dan fungsi

BFBD. dan

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesual dengan
tugas dan fungsinya.
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Sekretarial dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan
tuigasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretarial terdin dan:

a. &Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
pelaksanaan tugasnya berada d bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala

Sekratariat:

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas !

a. menyusun rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kera BPBD,

b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan
gnggaran;

¢.  menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;

d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung,

e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karir;

f.  meiaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya,

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas.

a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD:

b. melaksanakan pengeloclaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan
BPBD;

c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan
BPBD,;

d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi
barang yang dikelola dan dikuasai BPBED:

f.  mengkoordinasikan bawahan agar teralin kerjasama yang baik dan saling
rmendukung;

g- menilai prestasi bawahan sebagal bahan pertimbangan dalam pengembangan
karir;

h. metaksanakan wgas-tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas
dan fungsinya; dan

I metaparkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fugas:

B menyusun rencana sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai sesuai dengan
rencana kerja BPBD;
b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat menyurat,
ketatalaksanaan dan kepegawaian,
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¢. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung:

d. menilai prestasi bawahan sebaga bahan pertmbangan dalam pengembangan
karir;

e. melaksanakan tugas-tugas |ain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan,

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyal tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana seria pemberdayaan
masyarakat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin cleh secrang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan lugasnya berada di bawah dan bertanggung
|jawab kepada Kepala Pelaksana;

Dalam melaksanakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebiakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat:

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kehijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana sera pemberdayaan masyarakat,

¢ pelaksanaan hubungan kerja dengan insiansi atau lembaga terkail di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat,

d. pemantavan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana seria
pemberdayaan masyarakat; dan

a. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lainya yang diberikan olah atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
8. Seksi Pencegahan, dan
b. Seksikesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kapala Seksi Pencegahan mempunyai fugas:

a melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan
pada prabencana;

b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang
pencegahan pada preabencana;

c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang
penanggulangan Bencana pada prabencana;

d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan Risiko
Bencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan
rencana penanggulangan Bencana:

@. menyiapkan bahan dan manyusun rencana peananggulangan Bencans,

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis  inventarisasi  dan

peEngurangan Risiko terfadinya Bencana,

i
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0.

menyiapkan bahan dan melaksanskan inventarisasi dan fasilitasi upaya
pengurangan Resiko Bencana;

menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis Risiko Bencana;

menylapkan bahan dan menyusun petunjuk tekmis penetapan dan penerapan
standar teknis penanggulangan Bencana;

menyiapkan bahan dan memaniau penerapan persyaratan standar teknis
penanggulangan Bencana,

menyiapkan bahan, melaksanakan evaluas: kegiatan dan menyusun laporan
kinerla pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan Bencana,
fasilifasi upaya pengurangan Risiko Bancana, analisis Risiko Bencana dan
penarapan standar teknik penanggulangan Bancana,

mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung

menilai prestasi bawahan sebagal bahan pertimbangan dalam pengembangan
karir;

melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan,

HKepala Seksi Kesiapsiagaan meampunyai lugas

a.

b.

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan d bidang kesiapsiagaan
terhadap Ancaman Bencana,

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan
alas Bencana;

menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas Ancaman
Bencana;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencans
penanggulangan kedaruratan Bencana;

menyiapkan bahan dan menyusun pelunjuk teknis penerapan uji coba rencana
penanggulangan kedaruratan Bencans;

menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana
penanggulangan kedaruratan Bencana;

menyiapkan bahan dan  menyusun petunjuk  teknis  pengorganisasian,
pemasangan dan pengujian sistem peringatan dinl terhadap Ancaman Bencana,
menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap Ancaman Bencana,
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk leknis invenlarisasi dan analisis
penyediaan dan penyiapan barang pasokan pamenuhan kebutuhan dasar,
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan
barang pasokan kebutuhan dasar,

menylapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan panyiapan
bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan
sarana,

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan
penataan ruang terkait penanganan korban Bencana;



n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan,
pembangunan infrastrukiur dan tata bangunan terkait penanganan Korban
Bencana,

0. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan Mitigasi Bencana;

p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan
kineria kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan
penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan Mitigasi Bancana;

q. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kenasama yang baik dan saling
mendukung;

r. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pangembangan
Karir,

5. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, dan

.  melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

Bidang Kedaruratan dan Logistk mempunyai lugas mengoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat
tanggap derurat Bencana, penanganan pengungsi, memberikan dukungan logistik
dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan Bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan fuganya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala
Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan

fungsi;

a.  perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat
Tanggap Darural Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b, penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saal Tanggap Darurat Bencana dan
pEnanganan pengungsi;

c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat
Tanggap Darural Bencana:

d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kera dibidang penanggulangan
Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;

e penyiapan bahan pemantavan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan

f. pelasksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdin dar:
a. Seks Kedaruratan, dan
b. Seks Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang.
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Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kedaruratan
dalam penanggulangan Bencana baik bencana alam kebakaran, bancana alam
lainnya dan penanganan pangungsi pada saal tanggap darurat,

menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang kedaruratan
dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana
alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk lekmis pengkajian secara cepat dan
tepat terhadap lokasi Bencana dan dampak kerusakannya:

menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan denfifikasi cakupan lokasi
Bancana:

menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikas: jumlah Korban
Bencana dan Pengungsi;

menyiapkan bahan, melakukan inventarisasi, identifikas| dan analisis gangguan
pelayanan umum dan pemerintahan;

menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status Keadaan
Darurat Bencana,

meanyiapkan bahan penatapan Status Keadaan Darurat Bencana,

menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan
evakuasi Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam
penyelamatan dan evakuasi masyarakat Korban Bencana dan penanganan
Pangungsi;

menyiapkan bahan kerja sama di bidang kebakaran dalam penanggulangan
Bencana Alam kebakaran, Bencana Alam lzinnya dan penanganan Pengungsi
pada saat tanggap darurat;

menylapkan baban pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam
penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan
penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat,

menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam
penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan
penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat:

menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penangulangan
Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi
pada saal tanggap darurat,

menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis
penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam
lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerasama yang baik dan saling
mendukung!

menilai prestasi bawahan sebagal bahan pertimbangan dalam pengembangan
karir;

melakukan tugas-lugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
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Kepala Seksl Logistik mempunyal tugas:

d,

q.

.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan
kebutuhan peralatan dalan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan
penangenan Pengungsi,

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat
bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;

menyilapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan
akibat Bencana;

menyiapkan bahan, melaksanakan invenlarisasi, identifikasi dan pengkajian
tingkat kerusakan akibat Bencana;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi
kelompok rentan akibat Bencana,

menyiapkan bahan, melakssnakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan
akibat Bencana,

menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan ternadap kelompok rentan
akibat Bancana;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan idantifikasi
kebutuhan dasar dan logistik;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjsaama pemenuban kebutuhan air
bersih dan sanitasi;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang,
pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan
tempat hunian;

menyiapkan bahan dan menyusun pedoman feknis dan standar pemberian
dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana,

makakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang
logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan
Bencana,

menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

menyapkan bahan fasiitasi dibidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan Bencana, o, menyiapkan baban dan
melakukan pamantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan palaksanaan kebijakan
dibidang logistilk dan kebutuhan dalam penyelenggeraan penangulangan
Bencana,

mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

menilai prestasi bawahan sebagai bahan perimbangan dalam pengembangan
karir;

melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya: dan

melaporkan hasil pelaksanaan lugasnya kepada atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyal tugas mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca
Bencana.




Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jewab kepads
Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanaksn tugas |, Bidang Rehabilitasi dan  Rekonstruksi

menyelenggarakan fungs::

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca
Bencana,

b. pelaksansan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitazi dan Rekonstruksi
penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;

¢. pelaksanzan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait
dibidang penanggulangan Bancana pada pasca Bencana,

d. penyelenggaraan sosalisasi dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan
Hekonsiruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencanag;

€. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan
rehabilitasl dan rekontruksi dibidang penanggulangan Bencana pada pasca
Bencana; dan

f  melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdini dari:
a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi,

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rehabilitasi manpunyai tugas:

a. meiakukan penviapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitas pasca
Bencana;

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang
Rehabilitazi pasca Bencana;

¢. penyispan bshan analisa dan stud kelayakan dalam Rehabilitasi pasca
Bencana,

d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan dala kerusakan akibal
Bencana;

e. menyiapkan bahan koordinasi Rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;

i menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifiasi tingkat
kerusakan lingkungan;

g menyiapkan bahan, memfasilifasi dan melaksanakan kerjosama perbaikan
kerusakan lingkungan:

h. menyiapkan bahan, melaksanakan invenlarisasi dan identifikasi kerusakan
prasarana dan sarana umum dan Keagamaan;

| menyiapkan bahan, memfasiliasi dan melaksanakan kerjasama perbakan
prasarana dan sarana umum dan keagamaan;

| menyiapkan bahan dan melaksanskan inventansasi dan idenfifikaai dampak
negatif sosial psikologis masyarakat akibat Bencana;

k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerasama pemulihan
kondisi psikososial masyarakst, pelayanan kesehatan Korban Bencana, kegiatan
rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulinen sosial. ekonomi dan budaya,

-
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a.

.

pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan
pelayanan publil;

menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitas: pasca Bencana;
mengkoordinagikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karir;

melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan lugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan lugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyal tugas:

2.

b.

G

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca
Bencans;

melakukan penyiapan bahan pelaksansan penyusunan perencansan di bidang
Rekonstruksi pasca Bancana;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana
dan prasarana serla aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksl sosial, ekonomi, budaya, sarana dan
prasarana;

menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasiltasi dan kerjasama
pembangunan kembal dampak kerusakan Bencana baik fisik maupun non fisik;
menyiapkan bahan, memfasititasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
kembali prasarana dan sarana;

menyiapkasn bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerasama pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melsksanakan kerjasama pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

menyiapkan bahan, memfasiitasi dan melakganatan kerjasama penerapan
rancang bangun yang tepat;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan
teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana, menyispkan bahan, memfasilitasi
dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta
lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan
kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

menyiapkan bahan, memfasiiitasi dan melaksanakan kerjasama peninglkatan
fungsi pelayanan publik;

menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analsis dan
palaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung,

menilal prestasi bawshan sebagal bahan periimbangan dalam pengembangan
karir,

melakukan tugas-tugas kedinasan lginnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan lugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanasan tugasnya kepada atasan,
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Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPBD.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional distur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Gambar 2.1
Struktur Organisas! Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas
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2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Sumber Daya Manusia

sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Kepala Pelaksana

Sekretans

Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Kabid Kedaruratan Dan Logistik

Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Program
Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Seksi Pencegahan
Kepala Seksi Kesiapsiagaan
Kepala seksi Kedaruratan
Kepala Seksi Logistik

Kepala Seksi Rehabilitasi
Kepala Seksi Rekonstruksi
Staf PNS

Staf

Jumilah

1 orang
1 erang
1 orang
1 erang

1 erang

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
3 orang

52 orang

70 orang

Sumber Daya manusia mempunyal peranan yang sangat penting dalam
pelsksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas, didukung aleh parsonil sebanyak 70 orang dengan perincian
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Tabal 2.1
Jumlah Pegawal Berdasarkan Janis Kelamin Per Desember 2021

No Jenis Kelamin Jumlah
1 |Pria 16 orang
2 | Wanita Z orang

Jumiah 18 orang

Tingkat pendidikan psgawal merupakan faktor yang sangat penting di dalam
pelaksanaan unit organisasi karena fanpa didukung oleh pendidikan yang
memadai maka profesionalisme pegawal sulit terwujud. Untuk mengetahui
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilinat pada tabel dibawah ini;
Tabel 2.2

Jumlah Pegawal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember 2021

No Tingkat pendidikan Jumlah
1 | Pasca Sarjana (5-2) 1 orang
2 | Sarjana {5-1) 10 orang
|3 | Diploma (D-3) 2orang
"4 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | & orang
5 | Sekalah Menengah Pertama (SMP) 0 orang
& | Sekolah Dasar (SD) 0 orang
 Jumlah | 18 orang

Golongan ruang mempunyal keterkaitan dengan karier pegawail, dimana karier
pegawal dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang
ada, golongan ruang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas terlihat dalam tabel barikut ini
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Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Per Desember 2021

No Golongan Ruang Jumlah
1 IV 3 orang
2 1 11 orang
¥ W 4 orang
4 I 0 orang

Jumlah 18 orang

Secara umum kondisl sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulausn Anambas masih tergolong baik dalam
kugntitas maupun kualitas. Jumlah pegawai 18 crang dengan dukungan tenaga
administrasi sera tenaga lapangan (TRC)} 25 orang yang tersebar di 6
kecamatan, Sedangkan secara kualitas kondisi sumberdaya manusia pada
EPBD Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat kurang sebab belum
adanya tenanga ahli kebencanaan dan tengga ahli pememiaan serta TRC
yang memiliki sertifikat ke ahlian,

Sarana Prasarana

Sarana Prasarana dapat menunjang tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk
melihat kondisi sarana prasarana yang lersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut
ini
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Tabel 2.4
Jumlah Sarana Frasarana yang Ada di BPED Kab. Kepulauan Anambas

No Nama Barang Jumlah| Harga (Ribuan)
1 | Tanah 6,650 -
2 | Alat - Alat Angkutan 1 buah BE7,288 500
3 | Perahu Karel 1 buah 109,780,000
4 | Tenda Pnggungsi 2 unit 105,600,000
5 | Alat Studio dan Alat Komunikasi 10 bush 19,839,600
JUMLAH 1.102.508.100|

Kondisi ketersadiaan peralatan penanpggulangan bencana pada BPBD
Kabupaten Kepulauan Anambas dirasa belum memadai,



2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas sebagamana teriuang dalam Peraturan Daesrah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
khususnya pasal 5 di sebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai lugas !

1. Menetapkan pedoman dan pengarghan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekotruksi secara adil dan merats;

Menetapkan standarisasi sarta kebutuhan penyelengoaraan
penanggulangan bancana berdasarkan peraturan perundang undangan
Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
Menyusun dan menetapkan prosedur i2tap penanganan bencana;
Melaporkan penyelengaraan penanggukangan bencana kepada Bupal sebap
bulan szkali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana.

b @ M

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapal dilihat
melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator yang
antara lain | Indikator Kinerja Kunci {IKK], Indikator-indikator lainnya serta
melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya




Tabel 2.1
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas
No. Indikator Kinena sesuai Tugas dan alget Targst Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
i ‘Fungsi Perangkat Daerah NSPK | KK wdikator = —
2017 2018 2018 2020 2021
1. | Presentasa panyelesaian rekomondasi
tindalk lanjut hasil pemeriksaan laporan % = 5 - 80 % 80 %
program dan keuangan
2. | Presentase kejadian bencana yang % ) ) } S —
lerangani

2+ Pembentukan Badan ananggmmgan' Bencanan Daerah di tetapkan pada tahun 2019 dan aktif pada tahun 2020

Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.2

Kabupaten Kepulauan Anambas

‘Ne. FI"I:IEI'I'I‘I Indikator "@f“‘“ (%) gan
q. | Progrm Palayanan Admirisiras) Perzentase Realisssi keuangan 83 12 %
" | Perkantoran perangkat daerah —




Dari  tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepuluan Anambas pada
akhir Tahun 2021 telah mencapai peningkatan. Berdasarkan Realizasi
Tingkat Capaian Kinerja darn setiap Indikator secara umum menunjukkan
bahwa Capalan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat
baik. Capaian HKinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan
program/kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan
secara umum disebabkan oleh heherapa faktor berikut ¢
a. Adanya komitmen darl pimpinan, anggaran vang memadai serta
kesiapan aparatur dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam melaksanakan kegiatan;
b, Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu
sesual dengan jadwal vang telah ditetapkan;
e, Terjalinnya koordinasi dan komunikas: yang baik antar lintas Bagian
di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah RKabupaten
Kepulauan Anambas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1 Tantangan
Tantangan adalah situasi vang merupakan ancaman bagi
organisasi vang datang dari luar organizasi (ekstermall dan dapat
mengancam eksistensi orpanisasi dimasa depan. Tantangan
Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:
1. Pemanfaatan potensi masvarakat dan dunia usaha dalam
mitigasi penanggulangan bencana belum maksimal;
2. Adanya regulasi, pedoman, dan standar sesuai dengan amanat
peraturan  perundang-undangan  bidang  penanggulangan
bencana;

3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penvelenggaraan

-

penanggulangan bencana;
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Terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah:
Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam penanggulangan bencana;

Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem
informasi di daerah;

Kurangrnya pemahaman masvarakat terhadap lembaga
Pemerintah Daerah yang menangani bencana.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yvang merupakan

peluang dari luar organisasi (eksternal] dan memberikan peluang

berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam

pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana
Dasrah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1.

.

Adanva landasan hukom penvelenggaraan penanganan
bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU nomor 24 Tahun
2007 tenang Penanggulangan Bencana.

JAmanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana

. Penanggulangan Bencana masuk dalam fokus agenda

pembangunan nasional (Nawacita) RPIMN 2015-2019 tentang

Pelestarian  Sumber Dava Alam, Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana;

. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara

aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan
pananganan bencana;

Nilai-nilai gotong rovong dan kebersamaan masih relatil kuat
dipegang oleh masyvarakat;

Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan
di bidang kebencanaan vang dapat dimanfaatkan untuk

mengurangi risiko-risiko bencana;
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.Adanva peran serta masyarakat, Lembaga Swadava
Masyvarakat/ Lembaga-lembaga Non Pemerintah baik Nasional
maupun internasional dalam penanggulangan bencana,
.Adanya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara [APBN) dan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);

.Dukungan  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Tanjungpinang;

. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kaebupaten Kepulauan Anambas,
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BAE Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas merupakan Fenangung  jawab dalam penyelenggaran
Penanggulangan Bencana, mempunyal tugas melaksanakan Menetapkan
pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan
rekontruksi secara adil dan merata, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai
dengan peraturan perundang undangan serta tugas khusus yang diberkan oleh
Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungs: tersebut, menghadapi berbagai
permasalahan yang  tentunya membutuhkan adanya alternatif-alternatif
pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagal
berkut :

a) Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengelahuan masyarakat tentang
pentingya pencegahan dan penanggulangan becana,

by Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;

c) Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan
risiko bencana;

d) Belum adanya kgjian resiko bencana dan peta resiko bencana daerah

&) Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha
dalam rangka penanggulangan bencana,

f) Tidak adanya tenaga ahli geografi / geclogi dalam Penanggulangan
Bencana.

g) Belum adanya tenagsa lapangan (TRC) yang memiliki sertifikat keahlian

-



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Ada banyak pencapaian dar pemerintah kabupaten kepulauan
anambas yang sudah berhasil dan perlu dilanjutkan serta dikembangkan.
Meskipun demikian, penting untuk melihat data-data berikut ini :

« Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 telah tumbuh
mencapail 88,48 atau kategon sedang secara nasional dibanding kondisi tahun
2011 yang mencapal 63,71.

= [an sizi pengeluaran pemerintahan dan penyerapan anggaran daerah rata-
rata diatas 90% tiap tahunnya, dengan opini BPK WTP,

+ Rasio elekirikasi pada tahun 2018 yang mencapai 92%, dibandingkan tahun
2010 yang hanya 28%.

+ Konektivitas wilayah dari dan ke KKA mencapai 20 kali dalam sepekan.

» Tingkal Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 mengalami
penurunan mencapai 2,91, dibanding kondisi tahun 2011 yang mencapai 6, 12.

Kondisi yang periu mendapatkan perhatian khusus, antara lain :

* Presentase penduduk miskin pada tahun 2012 mencapai 6 44 %.

= Perlumbuhan ekonomi (tanpa migas) masih perlu dioptimalkan, saat ini (2013)
yang baru mencapai 4,99%.

= Ketersediaan air bersih yang belum merata di seluruh pulau barpenghuni di
Kabupaten Kepulauan Anambas.

» Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, dan
mengakibatkan terganggunya kondisi sosial ekonomi.

VISl

Penentuan visi pembangunan dengan mist dan strategi pencapaiannya ameatlah
penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan
kebijakan yang jelas. Sehubungan dengan itu, unluk menjawab permasalahan
yang masih memerlukan penanganan khusus, maka visi pembangunan
Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka wakiu 2021-2025 adalah lanjutan
dari visi pada penode sebelumnya yakni:

“Kepulavan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya
Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah"

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 27 Kalimat visi diatas
mengandung tiga kata kunc yailu Kabupaten Marntim Terdepan, Berdaya Saing,
Maju dan Berakhlakul karimah. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih
lanjut dijelaskan sebagai bernkut:
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KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Marntim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasanperbatasan dan
beranda depan negara, yang memiliki sumbar daya pesisit dan laut yang unggul,
sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besamya sebagai modal
utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara,
hahkan melampaui capaian pembangunan dan kabupatenfkota hasil pemekaran
yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya
bahan yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Berdaya Saing, menunjukkan kemampuan KKA unluk menciptakan nilai tambah
guna meningkatkan kesejahteraan. Dava saing daerah inilah vang menjadi salah
satu hakikat, atau inti dani, penyelenggaraan otonomi daergh, Berdaya saing juga
berarli memiliki semangat kompetlisi dalam memajukan daerah yang ditandai
dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kata, yang lancar, aman, nyaman,
dan terjangkau Kewirausahaan masyarakal yang berkembang, investasi baik
asing maupun dalam negeri yang mulai Wwmbubh dan meningkat, infrastruktur
pendukung aktivitas ekonomi dan utiitas dasar yang memadai, birokrasi
termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani

hAIL

sementara Maju, bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan
kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan
pembangunan yang mengulamakan pada peningkatan Kesejahleraan
masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan
kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sisterm kesshatan yang
langguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.
Selain itu maju juga mencakupl sektor penkanan dan pariwisata yang tumbuh
berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai
dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang
sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendin, infrastruktur permukiman
yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perindungan,
perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagal bagian dari masyarakal yang memegang teguh nilai-nilai budaya
Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada
spint untuk meningkatkan ketagwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni

dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakal yang berakhlakul kanmabh.
Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama ferakiualisasikan dalam kehidupan

sehan-har, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun
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dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang
bagi berkembangnya kebudayaan dan daerah lain sebagai bagian khasanah
kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan cirl dan karakteristik utama serla
identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam
kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

ISl

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupsien Kepulauan Anambas 2022-

2026 tersebut, dapat ditempuh melalul 4 (empat) misi pembangunan sebagai
berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif. Sehat dan Tangguh,
Berbudaya serta Berakhiakul Karimah

2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah
Lingkungan, dan Berbasiskan Sekior Perikanan dan Panwisala

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah yang Bersih dan
Melayani serta Otonarmi Desa yang Bersinargi

4, Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Koneklivitas
Wilayah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 selaku
Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pemerintan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunya peranan di dalam
mendukung visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tugas dan fungsi dan Badan
FPenanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapalan
visi daerah khususnya pada Misi ke 1

“Membangun Sumber Days Manusia yang Kompelitif, Sehat dan Tangguh,
Berbudaya serla Berakhlakul Karnmah®

3.3 Telaahan Renstra Badan Masional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan

BPBD Provins Kepulauan Riau

Analisa Renstra K / L dan OPD Provinzi (yang masih berlaku) ditujukan
untuk meniai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan  sinergisitas
pencapaian sasaran pelaksanaan Rensira OPD Kabupaten Kepulauvan
Anambas ferhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra OPD Provinsi sesuai
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dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing — masing OPD,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupalen Kepulauan
Anambas dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari BNPB
maupun BPBD Provinsi Kepulauan Riau. Seperti tertera pada UU No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayal 2 disebutkan bahwa
‘Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daersh dilaksanakn melalui
koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan BEencana®. Hal ini juga
diatur lebih lanjut dalam Peraturat Kepala BNPE No. 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. dengan
tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan
dasrah dengan mengintegrasikan pengurangan risikc bencana dan
penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.
Adapun keterkailan tujuan dan sasaran dari BNPB, BPBD Provinsi Kepulauan
Riau yang kemudian dijadikan acuan dalam pensnentuan indicator kinena
BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terkait hal tersebut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Deersh Kabupaten Kepulauan Anambas diupayakan menganalisis
dan mengkomparasi capaian sasaran Renstra sebagaimana terurai dalam

tabel di bawah 1ni :
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Tabal 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kepulavan Anambas terhadap
Sasaran Rensta EF'ED F'rmr:naﬂ Kepulavan Riau dan H:anaim BHFE

Basarn dnﬂ Mﬂiﬂmr mgﬁm A GRS
EFED : e
Hﬁﬂﬂaﬂ:mmﬁﬁﬂ Riau mgﬁm Hﬁ"‘“ ‘asiwnal 5

Meningkainya Kapasitas
Penanggulangan Bencana
. Jumlah relawan /
masvarakal terlatih

dalam peranganan
bancna gnt

2. Jumlah terbentuknya

dess tangguh
bcncanaﬂu

d. Persentase kejudian
bencana yang

e rtangand,

4, Terlﬂ.ksuna.nya
si bencana i
Iln f Hahuga:mu,.f
kecamatan f

5, Tersedianva kajian
risiko bencana dan
Peta Risiko Hencana
kKabupalen,

i, persentase

ﬁ?hﬂl%g sArANa

d&n THSACRANA VANE
akibat bencana

7. Jumlah SDM TRC

yang terlatin /
memiliki sertifi Iiat

1. Menurunya resiko
bencana di Provins
kepulauan Riau

2. Meningkatnya
responsifitasi dalam
menangani bencans
di Provinsi
Repulauan Riau

3. Meningkatnya
Pemulihanan Pasca
bencana di Provinsi

Repulnuan Riau

; ﬁ-:"wuj'.i:tnfn'

kesadaran, kesmpan
dan dalam upaya
g:ga.nggulangun
ceura relalid
peningkatan kapasitas
dlitin pusat dan
dacrah Terwijudnyn
sisten penan
kedaruratan bencana I
vang efekiil melalui
katan koordinasi
ﬁﬂﬂﬂ'ﬁﬂ.ﬂm‘l
daruratan,
peningkatan sarana dan
prasarana pendulung,
"eTTE Sysicm

. Terwujudnyn svstem

E;nﬂngﬂnan
daruratan bencana
efcktil melalui

peningkatin koordinas
E:ﬂﬂ-ﬂganﬂn

daruratan, |
peningkatan sarana dan
prasarana pendukung, |
serta system logistl
dan peralatan
Ecnn.ngguilungan I

ETCANN VAng efelal

dan efisien ‘

iudnya upaya
rehabilitas: dan
rekonstriksi yang lehih
baik disbanding
sebelum bencane, |
prplalud
peningkatankapasitas
perencanann refabilitas:
danrekonstrukst vang
handal,
peningkatankoordinasl
pelaksanaan serta
pengarusuiamnan
pengurangan
risikobencana dalam
setinp kegiatan
rehahbilitasi dan I
relconstruksi dalam
rangka peribangunan |
berkelanjutan
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3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penganggulangan

Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis
(SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknessis), peluang
(Opartunitis) sera tantangan (Threats).

Strenghts (kekuatan)

Institusi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menangani Bencanan Alam

maupun non alam terdiri dari -

1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Dinas Sosial (TAGANA) yang menangani dapur umum

3. Dinas Kesehatan yang menangani bencan non alam seperti adanys wabsh
penyakit

4. BMKG memberikan informasi iklim dan penyedia data skunder adanya
potensi terjadinya banjir dan tangh longsor, ombak besar serta potensi
terjadinya badai

Weaknessis {Kelemahan)

1. Koordinasi berbagai institusi yang peduli terhadap bencana alam maupun
non alam masih sangat rendah

2 Partisipasi masyarakat baru tergugah setelah bencana alam lerjadi

3. Belum tersedianya peta rawan bencana

10.

SOM institusi maupun masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana masih rendah dan belum terlatih

Belum adanya upaya yang jelas dalam mitigasi bencana

Fendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat tentang
pentingya pencegahan dan penangaulangan becana;

Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencansa;

Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan
risiko bencana;

Belum adanya kajian resiko bencana dan peta resiko bencana daerah
Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha
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11, Tidak adanya tenaga ahli gecgrafi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.

12. Belum adanya tenaga lapangan (TRC) yang memiliki sertifikat keahlian

Oportunitis {Peluang)

1. Pemanfaatan dana desa untuk pembeniukan desa siaga / tanguh bancanz

2 Pemanfaatan CSR perusahaan migas dan non migas yang beroperasi di
anambas

3. Pemanfaatan APBD maupun APBHN dalam pengadaan sarana dan prasarana
Fenanggulangan Bencana

Threats (Ancaman)

Letak geografis Kabupaten Kepulavan Anambas berada di laut Natuna
Utara memiliki dasrah rawan bencana seperti banjir bandang, tanah longsor,
angin putting bellung, serta ombak besar di musim angin utara , yang dapat
merusak infrastruktur maupun rumah masyarakat di pesisir pantai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu sirategis yang diangkat
dalam perencanaan untuk penode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
bencana;

2 Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan masyarakat, swasta (dunia
usaha) serta OPD terkait baik horizontal maupun veriikal;

3 Meningkatkan pemahaman masyarakal dalam hal pengurangan resiko
bencana;

4. Meningkatkan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana,

5 Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana vyang berbasis
masyarakat,

6 Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam
Parencanaan Pembangunan Daarah.

7. Tenaga lapangan (TRC) memiliki serifikat keahlian,

8 Tersedianya kajian resiko bencana dan peta resikoe bencana.




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun, merupakan penjabaran darl pernyataan, sedangkan sasaran adalah
hasill yang dinarapkan dan suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jancka wakiu
3 (lima) tahun kedepan.

Uriuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Kepulauan Anambas,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
mempunyai tujuan yaitu .

' Mengurangi Risiko Bencana
Membenkan perindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
Membagun partisipasi dan kemitraan publik sera swasta
Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

- Meningkatniya Kapasitas Penanggulangan Bencana

Tersadianya ( terpenuhinya jumlah relawan / masyarskt terlatih dalam

penanggulangan bencanan

Terabentuknya desa Tangguh bencana

- Meningkatnya kejadian bencana yang di tangani
Terlaksananya mitigasi bencana tingkat kabupaten kecamatan dan desa
Tersedwanya kajian resiko bancana can peta resiko bencana kabupaten
Perbaikan sarana dan prasarana rusak akibat bencana 100% ieratasi
Seluruh SDM TRC terlatih dan memilikn sertifikat
Tersadianya tenaga ahli dalam kajian bencana



4.1 Sasaran Jangka Menangah Perangkal Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Peranghkat Daerah beserta indkator kinerjanya Badan Penanggulangan Bencana Daeran

Kabupaten Kepulauan Anambas

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

——
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Tujuan, Sasaran, Program dan Kegialan Jangka Menengah
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun, merupakan penjabaran dar pemyalaan, sedangkan sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupatli Keputauan Anambas,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
mempunyai [ujuan yaitu .

" Mengurangi Risiko Bencana

* Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana

" Membagun partisipasi dan kemitraan publik serla swasta
Sasaran yang ingn dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

- Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

- Tersedianya | terpenuhinya jumiah relawan [ masyarakt terlatih dalam

penanggulangan bencanan

Terabentuknya desa Tangguh bencana

Meningkatnya kejadian bencana yang di tangani

Teraksananya mitigasi bencana tingkat kabupaten kecamatan dan desa

- Tersedianya kajian resiko bencana dan peta resiko bencana kabupaten
Perbaikan sarana dan prasarana rusak akibal bencana 100% teratasi
seluruh SOM TRC terlatin dan memiiki serifikat
Tersedianya tenaga ahli dalam kajian bencana
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4 1 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daersh beserta indikator kineranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas
disajikan dalam Tahel 4.1 sebagaimana barikut ini,
s ey Incthatoe Formulal Rumus i | i Tarat Kiie)a Tuhiant Sasann jaia shin
. . = Hinerda Tujuan o b N | = ; 2020 | 2021 | ooem A0ES 2024 2025 20EE
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Tujuan, Sasaran, Pragram dan Kegiatan Jangka Menengah

Tabel 42

Badan Penangguiangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi
Strategi merupakan pernyatsan-pemyataan  yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serla selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan Stralegl yang digunakan dalam rangka pencapaian
sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana
dengan mengembangkan Desa tangguh bencana
2. Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjgsama dengsn berbagai pihak
dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.

Arah Kebijakan
Kebijakan adslah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan urtuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapal tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pelaksanaan
slrategi adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan Desa Tangguh Bencana dengan prioritas pada Desa rawan
bencana
2. Peningkatan Koordinasi dan kerasama dengan berbagai pihak dalam
penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana, peningkatan kualitas
dan kapasites SDM, dan penvediaan sarana dan prasarana penanganan
bencana.
Keterkaitan antara stralegi dan arah  kebijakan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima
tahun mendatang dicantumkan pada tabei berikut Ini,

o



Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tujuan ‘Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meninghatn_-.ra Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan Desa
E:IF::LEI;H i Ees:iguiﬁﬂu ketersediaan Tangguh Baneana
kinerja Prosedur dalam logistik dan dengan prioritas pada
;ﬂ;ﬁgﬁg&iﬁ; ﬁgﬁgnan kerjasama dengan | Desa rawan beancana
bencana perbagai pihak

dalam
pencegahan,
penanganan
bencana, dan
pemulihan pasca
bencana.

' Terbangunnya Meningkatnya Meningkatkan | Peningkatan Koordinasi
k=sadaran Pencegahan dan | Kesiapsiagaan dan kerjasama dengan
pengurangan resiko | kesiapsiagaan Masyarakat dalam | berbagai pihak dalam
bancan yang Bancana menghadapi penanganan bencana
terintegrasi dalam bencana dengan | dan pemulihan pasca
seluruh aspek mengembangkan | bencana, peningkatan
pembanggunan kelurahan kualitas dan kapasitas

tangguh bencana | SDM, dan penyediaan

| sarana dan prasarana
| penanganan bencana

o [




BAE VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan stralegi dalam rangka

mencapal tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam program dan  kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari
suatu program sebagel arah darl pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan
program  mempakan kKumpulan kegiatan yang sisternatis dan terpadu  untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemenntah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakal guna mencapai sasaran

tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan Indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan
skala atau tingkatan yang digunakan sebagal alat kegiatan pemantauan dan evaluasi
baik kinerja input, outpul, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran
rencana program dan kegiatan.

Frogram adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satua atau lebih
kegiatan yang dilaksnakan OPD alau masyarakal, yang dikcordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, Untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungs sebaga lembaga Penanggulangan Bencana
tersebul BPBD menetapkan program programnya sesua RPJMD periode 2021 =
2026 yaitu

Program Utama (Teknis)

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program ini
bertujuan untuk menunjang pelakseanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses
penanggulengan bencana pada saat pra bencana. Program int meliputi kegiatan
yaitu :
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a) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah
Rawan Bencana,

b Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana,

¢} Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana,

d) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana Alam

. Program HKedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, Program ini
bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses
penanggulangan bencana pada saal terjadi bencana. Program im meliputi
kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan,

b) Kegiatan Penanganan Bancana Alam

. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Program ini

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses

penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Program ini meliputi

kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pemulinan Kerusakan Dampak Bencana,

b) Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial
dan Ekonomi

. Program Penanggulangan Bencana Program ini bertujuan uniuk menuniang
pelaksanaan tugas tugas utama BFBD dalam proses penanggulangan bencana
yang meliputi pra bencana, saat kejadian bencana dan pasca bencana. Program
i meliputi kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

o) Kegiatan Kedaruratan dan Logistik,

c) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Program Pendukung (Generik)

- Program Penunjang urusan pememrintah daerah kabupaten/kola
- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum




Program, Kegiatan dan Sub K
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penvusunan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah
ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian
target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur
untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun
kualitatif, Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja
program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci
dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran
untuk menilai  ketercapaian  kinerja pembangunan daerah. Dalam
perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan
yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja
vang secara langsung menunjukkan kinerja vang akan dicapai eleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Target
indikator kinerja Badan Penangpulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas yvang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini
akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja
indikator vang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur
Badan Penangpulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indikator Kinerja penvelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam
Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

KONDIS! KONDISI |
KINERLIA KINERJA
no | ASPEKFOKS/BIDANG URUSANINDIKATOR | AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN PADA
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PRIODE AKHIR
REJMD PRIODE
“THo | TH1 | TH2 | TH3 | THA | THs | TraMD
1 | Persantase Kejadian Bencana yang tedangani 100 100 100 100 100 100 100
P oiTNGE THENIR SR heneans 1ie 0 18 ag 60 73 | 100 100
| lerana ] s _ZT e |
Indeks Reformas) birokrasi C(50) | CC(51,76} | CC(53) | BB0,02) | BB(71) | BB(75) |  A(84)
4 mﬁg""”mm Kineria instansi pemedntah C(s9) | cCiss) | B(62) | B(67) BBE2)|BB(TS)| A(B4)
5 | Indeks kepuasan masayarakat C(75) | BB | B(82) | B(83) | AB4) | A@ES) | A=)
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BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa  berlaku Rencana  Strategis  (Renstral Badan
Penanggulangan Bencana Daerah RKabupaten Kepulauan anambas
Tahun 2022-2026 adalah selama lima tahun., Untuk menjaga
kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen
perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2022-2026
dapat digunakan sebagai pedoman dalam penvusunan Renja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan anambas

Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten
Kepulauan anambas,

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Penanggulangan Benecana Daerah Kabupaten Kepulauan anambas
tahun 2022-2026 vang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan anambas agar mendukung
pencapaian target-target Renstra dan melaksanalan program dan
kegiatan vang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan
anambas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yvang bailk,
sehingga tujuan dan sasaran vang telah ditetapkan dalam Renstra
ini dapat tercapat,

3. Rensira akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulausn anambas
vang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun
waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi
dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka
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Penvusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan  efisiensi
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan  serta
memastikan pencapaian target-ltarget Rensira, maka peru
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara
berkala.

3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kepulauan anambas sesuai dengan kaidah dan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku,
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